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PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Blu
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam
sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tonala, 05 September 1997,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada,
tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik

pada alamat email, sebagai Penggugat;

melawan
TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kaidundu, 09 Maret 1996, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat

kediaman di Kabupaten Bone Bolango, sebagai
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka
sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 23 Januari 2025 telah
mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Bolaang Uki, Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Blu tanggal 06 Februari 2025
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2021, Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulawa dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor : -tanggal 09 Februari 2021,
2. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa
Pinomontiga selama 1 tahun 2 bulan, kemudian pindah kerumah bersama di
samping rumah orang tua Tergugat selama 9 bulan sampai akhirnya
berpisah;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat dengan
Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah
dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Anak, NIK -, Pinomontiga, 01 Juli
2022 (2 tahun 6 bulan), Belum sekolah dan saat ini anak tersebut ikut
bersama Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun kurang lebih sejak Januari 2022 rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
- Bahwa saat Tergugat memiliki uang, uang tersebut langsung
diserahkan pada ibu Tergugat kemudian ibu Tergugat yang membagikan
uang tersebut pada Penggugat
- Orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga
Penggugat dan Tergugat
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
telah mencapai puncaknya pada Juli 2023, yang akibatnya Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban suami
istri dikarenakan Tergugat dan orang tuanya pergi ke kebun dan tidak
meninggalkan kayu bakar dan air untuk Penggugat sehingga Penggugat
tidak bisa masak untuk makan bersama anaknya, kemudian setelah Tergugat
dan orang tuanya pulang mereka hanya makan sendiri dan tidak memberi
makan pada Penggugat sehingga Penggugat pulang kerumah orang tuanya

di Desa Tonala;
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6. Bahwa dalam menghadapi keadaan kemelut rumah tangga seperti
tersebut Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga,
namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat
tersebut di atas, Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin sehingga
Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh
karenanya Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat di depan sidang
Pengadilan Agama Bolaang UKki;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki kiranya berkenan menerima
dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat atas nama Penggugat tergolong masyarakat
kurang mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) nomor
145/24/SKTM/DT-PSG/I/2025 tertanggal 22 Januari 2025 yang dikeluarkan
oleh Sangadi Desa Tonala;
Primer
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
Subsider :
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir
sendiri secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan
tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah
meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua)
kali melalui surat tercatat yakni tanggal 11 Februari 2025 dan tanggal 10 Maret
2025;
Bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik melalui Sistem
Informasi Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan
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kepada para Penggugat perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti
persidangan secara elektronik, oleh karenanya persidangan dalam perkara a
guo dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak
dapat dilaksanakan, meskipun demikian setiap persidangan Majelis Hakim
selalu berusaha menasehati Penggugat serta memberikan saran-saran agar
rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat
permohonan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap
dipertahankan Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak
dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:

A. Surat :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Penggugat
tertanggal 6 Desember 2024 vyang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian
diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -tanggal 09 Februari 2023 yang
telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Bulawa
Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu
oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:
1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir, Meyambanga, 02 Agustus 1961,
agama lIslam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi adalah ayah kandung
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Penggugat. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami
Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun
2021 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulawa;
= Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, lalu keduanya
pindah dan tinggal di rumah sendiri berdekatan dengan rumah
orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu)
orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 kondisi rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat jarang memberikan
nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena diceritakan oleh
Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat
tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa penyebab Penggugat pergi meninggalkan
Tergugat karena Tergugat tidak menyediakan makanan untuk
Penggugat sehingga Penggugat kelaparan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat
telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Milangoloa, 2 Juni 1986, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi adalah kakak ipar
Penggugat. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :
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- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli

2021;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat

bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu keduanya

pindah di rumah sendiri hingga berpisah tempat tinggal;

= Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu)

orang anak yang bernama Anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 mulai terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut karena

Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat pernah tidak makan selama 2 (dua)

hari dan hanya meminum air putih karena Tergugat pergi ke kebun

dan tidak menyediakan beras dan kayu bakar di rumah untuk

Penggugat membuat makanan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat

tinggal sejak bulan Juli 2023 atau sudah lebih dari 1 (satu) tahun

hingga sekarang;

- Bahwa Tergugat pernah datang menjemput Penggugat

agar kembali rukun, namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup

Bersama Tergugat;

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha

menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat,

namun Penggugat bersikeras mau cerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti

apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan
gugatan Penggugat, serta mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya;
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Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk
memeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipangil melalui panggilan
elektronik ke alamat domisili elektronik Penggugat secara resmi dan patut, dan
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke
persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg., juncto
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang
isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 15
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan
Secara Elektronik junctis Ketentuan angka Ill romawi huruf B Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XI1/2022
tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata,
Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik,
berdasarkan panggilan tersebut Penggugat secara in person hadir menghadap
ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan
meskipun berdasarkan relaas surat tercatat Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut dan Tergugat tidak mengemukakan alasan atas
ketidakhadirannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara a
guo dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara
elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai Pengguna Lainnya,
maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara
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berdasarkan dokumen elektronik, dan Majelis Hakim telah memberikan
penjelasan kepada Penggugat perihal hak dan kewajiban berperkara dan
mengikuti persidangan secara elektronik pada siding pertama, sedangkan
Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus
orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut, oleh karenanya persidangan dalam perkara
dilaksanakan secara elektronik, maka ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara
dan Persidangan Secara Elektronik dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto
Ketentuan angka Ill romawi huruf C Surat Keputusan Katua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XI1/2022 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata
Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal
memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan dapat
mempertahankan keutuhan pernikahannya dengan Tergugat, namun tidak
berhasil karena Penggugat telah bertekad kuat ingin berpisah dari Tergugat,
sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R,Bg., juncto Pasal 39
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan
pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 junctis
Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 junctis Pasal 115 dan
Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b)
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pelaksanaan mediasi dikecualikan dari
perkara a quo;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan
Penggugat tertanggal 23 Januari 2025 yang didaftarkan di Register
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Blu
tanggal 6 Februari 2025, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan
maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Tergugat selalu memberikan uang kepada Ibu
Tergugat dan tidak memberikan uang kepada Penggugat, orang tua Tergugat
sering ikut campur masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pada bulan Juli 2023
hingga sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya
suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan
P.2 tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti
surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-
undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, selanjutnya bukti tersebut
menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum
Pengadilan Agama Bolaang Uki dan Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Juli 2021 yang tercatat di Kantor
Urusan Agama Kecamatan KUA Bulawa Kabupaten Bone Bolango Provinsi
Gorontalo, oleh karenanya alat bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut dapat
dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat,
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sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
285 R.Bg, oleh sebab itu gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Bolaang Uki
telah berdasar hukum, karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang
merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah
antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Penggugat dinyatakan
telah memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua)
orang saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah
sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah
merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan
Tergugat yakni Saksi 1 dan Saksi 2, dimana dalam memberikan keterangannya
telah bersumpah (vide pasal 147 HIR jo pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini
bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian serta
kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 76
ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil
materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta saksi-saksi
Penggugat, telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Bulawa pada tanggal 23 Juli 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Tergugat lalu keduanya pindah dan tinggal di rumah kediaman
bersama sampai berpisah;
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3. Bahwa sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4, Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran,
Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih;

5. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal, dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan
untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai
saat ini belum bercerai;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2022, bahkan Penggugat
dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juli 2023 atau sekitar 1 (satu)
tahun lebih dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai
suami istri;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk hidup rukun
dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga
mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal
sebagaimana dimaksud Al Qur’an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat
dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan,
antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 (satu) tahun lebih
serta perpisahan tersebut bukan terjadi karena adanya persetujuan maupun
maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai
bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang benar telah
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terjadi perpecahan dan perselisihan terus menerus dan dalam waktu yang lama
hingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah
adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi
melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri,
sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan
terjadi kemadlaratan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini
sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38
K/Pdt/AG/1990 Tangal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan
telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak
sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu
mengemukakan doktrin dalam kitab Al Fighul Islami Wa Adillatuhu juz VI
halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang
berbunyi sebagai berikut:

AW A Uy L gl 5, B3 oW e o mlEl 5 ae ), W 13

Artinya : “Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan
Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat

menceraikan mereka dengan talak satu ba’in”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan
beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni
adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung
secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk
dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut
dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh

orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan
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ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah
hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran
semua dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam
kitab Ahkamul Qur’an, juz Il hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis
Hakim yang berbunyi:
32 Y b 5g8 i pld praluiall PS5 o 2SI Gl (05 o
Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim, untuk hadir dalam
persidangan tetapi dia tidak datang menghadap, maka ia telah
berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan di atas,
maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan
ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢
Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 46/SEK.PA.W18-
AB8/HK2.6/11/2025 tanggal 4 Februari 2025 tentang Pembebanan Biaya Perkara
pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara
melalui DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki tahun 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo didaftarkan secara
elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan secara elektronik juncto angka Il romawi huruf C angka 7 Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor
363/KMA/SK/XIIf2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan
Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan
Secara Elektronik, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan
mengunggah Salinan Penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan
dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat;
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Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4, Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama

Bolaang Uki tahun 2025;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Senin tanggal 17 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17
Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. sebagai
Ketua Majelis, Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H. dan Zumma Nadia Arrifqi,
S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui
Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rozakh Saputro,
S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara

elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H. Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.l., M.H.

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Rozakh Saputro, S.H.
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Perincian biaya :
1. Pendaftaran Rp 00.000,00
2. Biaya Proses Rp 00.000,00

2
3 Panggilan Tergugat Rp 00.000,00

4. PNBP Panggilan Rp 00.000,00

Redaksi Rp 00.000,00
Meterai Rp 00.000,00

Jumlah Rp 00.000,00 (nihil).
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